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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Tahap Penyidikan di Polres Langkat

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Langkat yang berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 53, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat. Polres Langkat merupakan satuan kewilayahan yang menjalankan fungsi kepolisian, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, perhatian diarahkan pada fungsi lalu lintas, khususnya penanganan kecelakaan lalu lintas sejak laporan diterima, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pengiriman berkas perkara kepada penuntut umum.

Penanganan kecelakaan lalu lintas tidak hanya bersifat administratif. Setiap peristiwa harus dipilah untuk menentukan apakah merupakan insiden tanpa kesalahan pidana atau mengandung kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, petugas wajib bekerja cepat sekaligus cermat dengan menyelamatkan korban, menjaga tempat kejadian perkara, mengamankan kendaraan dan benda terkait, mencari saksi, serta menyusun kronologi yang dapat diuji sesuai pedoman teknis kepolisian. Rangkaian tersebut menjadi dasar pembentukan fakta hukum dan penilaian unsur Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Fungsi lalu lintas pada tingkat Polres memiliki karakter pelayanan sekaligus penegakan hukum. Pada satu sisi, petugas dituntut memastikan arus lalu lintas kembali aman dan korban memperoleh pertolongan. Pada sisi lain, petugas harus menjaga agar tindakan penyelamatan tidak menghilangkan jejak yang diperlukan untuk pembuktian. Keseimbangan ini penting karena keterlambatan pertolongan dapat memperburuk kondisi korban, sedangkan perubahan posisi kendaraan, serpihan, bekas pengereman, atau bercak darah dapat menyulitkan rekonstruksi apabila tidak didokumentasikan terlebih dahulu.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menjelaskan bahwa pada tahap awal petugas harus menyeimbangkan kepentingan penyelamatan korban dengan kepentingan pembuktian. Pertolongan terhadap korban menjadi prioritas, namun posisi kendaraan, serpihan, bekas pengereman, bercak darah, dan keadaan jalan harus segera didokumentasikan sebelum mengalami perubahan. Keterangan ini menunjukkan bahwa kualitas tindakan pertama sangat menentukan kemampuan penyidik menilai pertanggungjawaban pidana pada tahap berikutnya.

Dalam perkara yang diteliti, fungsi penyidikan diarahkan untuk menjelaskan siapa yang mengemudikan kendaraan, bagaimana arah pergerakan kendaraan dan korban, keadaan jalan, cuaca, arus lalu lintas, perkiraan kecepatan, tindakan yang dilakukan pengemudi sebelum benturan, dan akibat medis yang dialami korban. Fakta-fakta tersebut tidak boleh berdiri sendiri. Penyidik perlu menghubungkannya dalam satu rangkaian sebab-akibat sehingga dapat diketahui apakah akibat meninggal dunia merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan mengemudi yang kurang hati-hati. Oleh sebab itu, kualitas penanganan awal sangat menentukan kualitas kesimpulan yuridis pada tahap berikutnya. Kekeliruan dalam pengukuran atau dokumentasi berpotensi menghasilkan konstruksi perkara yang lemah, sedangkan dokumentasi yang lengkap memungkinkan keterangan saksi dan tersangka diperiksa secara silang. Pada tahap tersebut, penyidik perlu menyusun kronologi kerja yang membedakan waktu terjadinya benturan, waktu korban memperoleh pertolongan, waktu petugas tiba, dan waktu setiap barang bukti diamankan. Pemisahan waktu itu diperlukan karena perubahan kondisi tempat kejadian setelah pertolongan dapat menimbulkan perbedaan antara keadaan awal dan keadaan ketika petugas melakukan pemeriksaan. Setiap perubahan harus dijelaskan sumbernya agar penyidik dapat menentukan fakta mana yang berasal dari pengamatan langsung, fakta mana yang diperoleh dari saksi, dan fakta mana yang merupakan hasil analisis teknis. Penyidik juga perlu memastikan kesinambungan penguasaan barang bukti, mulai dari kendaraan, surat kendaraan, rekaman elektronik, pakaian korban, hingga dokumen medis, sehingga tidak muncul keraguan mengenai asal dan keasliannya. Selanjutnya, kronologi tersebut dipadankan dengan kewajiban konkret pengemudi pada saat kejadian. Penilaian tidak cukup menyatakan bahwa pengemudi berada di lokasi dan kendaraannya menabrak korban, tetapi harus menerangkan kesempatan pengemudi untuk melihat bahaya, waktu yang tersedia untuk bereaksi, tindakan pencegahan yang dilakukan, serta alasan tindakan itu berhasil atau gagal. Dengan cara tersebut, hasil penyidikan dapat memperlihatkan hubungan yang logis antara fakta tempat kejadian, keterangan para pihak, kondisi kendaraan, akibat medis, dan unsur tindak pidana yang disangkakan. Pendekatan ini sekaligus menjaga agar penetapan pertanggungjawaban tidak bertumpu pada akibat semata, melainkan pada pembuktian kesalahan yang dapat diuji.

Secara operasional, penanganan kecelakaan lalu lintas dimulai dari penerimaan informasi, persiapan petugas dan peralatan, perjalanan menuju tempat kejadian perkara, serta tindakan pertama ketika tiba di lokasi. Petugas terlebih dahulu mengamankan lokasi dan menilai kebutuhan pertolongan. Setelah korban ditangani, dilakukan pengaturan arus lalu lintas, penentuan batas tempat kejadian perkara, dokumentasi umum dan khusus, pengukuran titik-titik penting, pencatatan posisi akhir kendaraan dan korban, pencarian jejak, serta pengumpulan keterangan awal dari orang yang melihat atau mengetahui peristiwa.

Tahap berikutnya meliputi penyitaan atau pengamanan barang bukti, pembuatan sketsa, pemeriksaan kendaraan, permintaan dokumen medis, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan pengemudi. Dari seluruh bahan tersebut penyidik menyusun analisis kecelakaan. Analisis tidak cukup hanya menyatakan bahwa kendaraan menabrak korban; penyidik perlu menunjukkan kewajiban kehati-hatian apa yang seharusnya dilakukan pengemudi, fakta apa yang menunjukkan kewajiban itu tidak dipenuhi, dan bagaimana ketidakpatuhan tersebut menyebabkan akibat tertentu. Rangkaian ini membedakan pembuktian pidana dari sekadar pencatatan insiden. Dalam penelitian yuridis empiris, praktik tersebut dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan norma, kecukupan alat bukti, dan jaminan prosedural bagi semua pihak.

BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menerangkan bahwa setiap tindakan teknis dituangkan dalam administrasi penyidikan agar dapat diuji kembali. Foto tempat kejadian, hasil pengukuran, sketsa, daftar barang bukti, serta identitas saksi disusun sebagai satu rangkaian. Apabila terdapat perubahan posisi karena proses evakuasi, perubahan tersebut dicatat berikut orang yang mengetahui keadaan semula.

Data lapangan penelitian bersumber dari dokumen perkara serta wawancara semi-terstruktur dengan dua narasumber, yaitu IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. dan BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. Identitas jabatan dan unit kerja kedua narasumber perlu dituliskan sesuai surat tugas atau keterangan resmi pada saat wawancara dilaksanakan. Narasumber pertama diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum, pengawasan, dan kebijakan penanganan perkara. Narasumber kedua diarahkan untuk menjelaskan aspek teknis penyidikan, tindakan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan alat bukti, dan hambatan operasional.

Perkara yang menjadi objek penelitian terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Nasional Medan-Banda Aceh Kilometer 76-77, kawasan Simpang Utama Secanggang menuju Kebalan, Kabupaten Langkat. Kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BK 3478 PBN. Sepeda motor dikemudikan oleh pihak yang kemudian diperiksa sebagai tersangka, sedangkan korban adalah seorang pejalan kaki bernama Syuhada Pajura Siburian yang pada saat peristiwa sedang menyeberang jalan.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan, sepeda motor bergerak pada jalurnya sebelum terjadi benturan dengan korban. Korban mengalami luka dan dibawa untuk memperoleh pertolongan medis, tetapi kemudian meninggal dunia. Akibat tersebut menempatkan perkara pada kategori kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia sehingga penyidik mengarahkan pemeriksaan pada pemenuhan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, meninggalnya korban tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pengemudi. Penyidik tetap harus membuktikan perbuatan mengemudi, kelalaian, hubungan kausal, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Keterangan dalam dokumen perkara menggambarkan bahwa cuaca pada saat kejadian cerah dan arus lalu lintas relatif lengang. Kondisi demikian pada prinsipnya memberikan jarak pandang yang lebih baik dibandingkan keadaan hujan, gelap, atau padat. Fakta ini relevan untuk menilai apakah pengemudi seharusnya dapat melihat pejalan kaki lebih awal dan menyesuaikan kecepatan. Meski demikian, penilaian tidak boleh hanya bertumpu pada kategori “cerah” dan “lengang”. Penyidik masih perlu mengetahui lebar jalan, posisi persimpangan, keberadaan bangunan atau kendaraan yang menghalangi pandangan, kondisi permukaan jalan, arah datang sinar, dan titik awal korban memasuki badan jalan.

Dokumen juga memuat keterangan bahwa pengemudi bergerak dengan perkiraan kecepatan sekitar 40-50 kilometer per jam, sementara pada bagian lain terdapat angka 50-60 kilometer per jam. Perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai isu pembuktian, bukan dipilih begitu saja. Perkiraan pengemudi dapat dipengaruhi ingatan, sedangkan perkiraan saksi dapat dipengaruhi sudut pandang dan jarak. Karena itu, angka kecepatan semestinya diuji dengan jejak pengereman, tingkat kerusakan, jarak perpindahan kendaraan atau korban, kondisi jalan, dan apabila tersedia rekaman elektronik. Fokus hukumnya bukan semata-mata apakah batas kecepatan formal dilampaui, melainkan apakah kecepatan tersebut wajar dan aman menghadapi situasi konkret di depan kendaraan.

Benturan terjadi ketika sepeda motor dan pejalan kaki berada pada ruang jalan yang sama. Keterangan tersangka menyebutkan adanya upaya menghindar, tetapi jarak sudah terlalu dekat sehingga tabrakan tidak dapat dicegah. Pernyataan ini perlu diuji melalui posisi benturan, arah goresan atau kerusakan pada kendaraan, bekas pengereman, titik darah, serta letak akhir korban. Apabila pengemudi memang melakukan pengereman atau manuver, seharusnya terdapat fakta yang mendukung, meskipun tidak selalu berbentuk jejak panjang karena karakter rem, jenis permukaan jalan, dan sistem pengereman kendaraan dapat memengaruhi jejak.

Setelah kecelakaan, korban ditolong dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Tindakan pertolongan memiliki nilai kemanusiaan dan dapat menjadi indikator sikap setelah kejadian, tetapi tidak menghapus kewajiban penyidik untuk menilai perbuatan sebelum benturan. Pada saat yang sama, perpindahan korban dan kendaraan karena alasan keselamatan harus dicatat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menggambarkan posisi semula. Dokumentasi foto, keterangan orang yang pertama kali menolong, dan sketsa berdasarkan titik tetap menjadi penting. Hubungan antara luka dan kematian korban selanjutnya harus diperkuat dengan dokumen medis sehingga penyidik tidak hanya bergantung pada urutan waktu, tetapi memiliki dasar profesional untuk menyatakan adanya hubungan kausal.

Keterangan saksi berfungsi merekonstruksi peristiwa dari sudut pandang orang selain pengemudi. Dalam dokumen perkara, saksi menjelaskan waktu dan tempat kejadian, arah datang sepeda motor, posisi korban yang menyeberang, keadaan cuaca dan lalu lintas, serta tindakan setelah benturan. Saksi juga menerangkan adanya jejak di badan jalan yang mendukung terjadinya kecelakaan. Keterangan tersebut relevan karena memberikan konteks yang tidak selalu dapat diperoleh dari benda atau kendaraan.

Meskipun demikian, keterangan saksi perlu dinilai berdasarkan kemampuan melihat, jarak dari lokasi, pencahayaan, lamanya mengamati, hubungan dengan pihak, dan konsistensi antara pemeriksaan awal dan pemeriksaan lanjutan. Penyidik harus membedakan saksi yang benar-benar melihat saat benturan dengan saksi yang datang setelah kejadian. Keterangan mengenai kecepatan juga tidak boleh dianggap sebagai pengukuran teknis apabila hanya didasarkan pada kesan. Nilai pembuktian menjadi lebih kuat ketika keterangan saksi bersesuaian dengan sketsa, kerusakan kendaraan, jejak di jalan, dan keterangan medis. Dengan cara demikian, saksi tidak ditempatkan sebagai satu-satunya penentu kelalaian, melainkan sebagai bagian dari rangkaian bukti yang saling menguatkan.

Pengemudi mengakui bahwa dirinya mengendarai sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan. Ia menerangkan arah perjalanan, perkiraan kecepatan, saat pertama melihat korban, dan upaya menghindar. Pengakuan mengenai identitas pengemudi dan keterlibatan kendaraan memudahkan pembuktian unsur “setiap orang” serta unsur mengemudikan kendaraan bermotor. Namun pengakuan itu tidak berarti seluruh unsur pidana otomatis terbukti. Keterangan tentang jarak, kecepatan, dan tindakan menghindar tetap harus diuji dengan bukti lain.

Dokumen pemeriksaan juga menunjukkan adanya pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan pendampingan. Pemenuhan hak ini penting karena proses penyidikan yang sah bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan menemukan pelaku, tetapi juga oleh cara alat bukti diperoleh. Keterangan yang diberikan tanpa tekanan dan dengan pemahaman yang memadai memiliki legitimasi lebih kuat. Penyidik juga perlu mencatat kondisi fisik dan psikologis pengemudi, termasuk kemungkinan kelelahan, pengaruh alkohol atau obat, gangguan kesehatan, serta kemampuan memahami pertanyaan. Data tersebut bukan hanya untuk melindungi tersangka, tetapi dapat menjelaskan faktor manusia yang berkaitan dengan kecelakaan.

Menurut IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos., pemenuhan hak tersangka tidak boleh dipandang sebagai hambatan penyidikan. Pemberitahuan pasal yang disangkakan, kesempatan memperoleh bantuan hukum, dan pemeriksaan tanpa tekanan justru memperkuat keabsahan keterangan. Penyidik tetap berkewajiban menguji keterangan pengemudi dengan bukti objektif, termasuk ketika keterangan tersebut berisi keadaan yang meringankan.

Terdapat tiga isu kunci yang harus dijelaskan secara konsisten. Pertama, perbedaan perkiraan kecepatan perlu diuji agar analisis kelalaian tidak bertumpu pada angka yang belum terverifikasi. Kedua, posisi dan gerakan korban saat menyeberang harus diperjelas untuk menentukan waktu reaksi yang tersedia bagi pengemudi. Ketiga, hubungan antara benturan, luka, perawatan, dan kematian korban perlu didukung bukti medis yang cukup. Ketiga isu tersebut berkaitan langsung dengan unsur kelalaian dan kausalitas.

Rekonstruksi yang baik harus menyatukan urutan waktu, ruang, dan tindakan. Penyidik perlu menggambarkan kapan korban mulai memasuki jalan, kapan pengemudi dapat atau seharusnya melihat korban, berapa jarak kendaraan saat itu, apa tindakan yang dilakukan, kapan benturan terjadi, dan bagaimana korban mengalami luka. Apabila salah satu mata rantai tidak jelas, kesimpulan tetap dapat dibuat selama bukti lain menutup kekurangan tersebut, tetapi tingkat kepastiannya harus dijelaskan. Sikap objektif juga mengharuskan penyidik mempertimbangkan fakta yang meringankan, seperti kemunculan korban secara mendadak, tanpa mengabaikan kewajiban pengemudi untuk mengantisipasi pengguna jalan rentan di sekitar persimpangan dan kawasan permukiman.

Penilaian tersebut perlu dituangkan dalam berita acara dan gelar perkara secara terukur. Setiap kemungkinan penyebab sebaiknya dipisahkan antara faktor pengemudi, perilaku korban, kondisi kendaraan, dan keadaan jalan. Penyidik kemudian menjelaskan bukti yang mendukung atau menolak setiap faktor serta alasan hubungan kausalnya dengan akibat. Cara ini mencegah berkas hanya memuat kesimpulan “lalai” tanpa uraian tindakan konkret. Bagi atasan penyidik dan penuntut umum, susunan tersebut memudahkan pengujian kecukupan bukti sekaligus memberi ruang untuk mencatat fakta yang meringankan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dibangun melalui analisis yang transparan, bukan sebagai konsekuensi otomatis karena kecelakaan menimbulkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. pada Juni 2026, pertanggungjawaban pidana pengemudi dibangun secara bertahap. Penyidik terlebih dahulu memastikan terjadinya kecelakaan, identitas pengemudi, kendaraan yang digunakan, serta akibat yang timbul. Setelah itu dilakukan penilaian terhadap cara mengemudi, kepatuhan pada kewajiban berhati-hati, kondisi jalan, perilaku korban, dan hubungan sebab-akibat. Menurut narasumber, penetapan tersangka tidak semata-mata didasarkan pada adanya korban meninggal dunia, tetapi harus didukung bukti yang menunjukkan bahwa akibat tersebut berhubungan dengan kelalaian pengemudi.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. juga menekankan perlunya pengawasan terhadap kelengkapan administrasi dan materi penyidikan. Berkas perkara harus memperlihatkan konsistensi antara laporan polisi, hasil olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, pemeriksaan pengemudi, barang bukti, dan dokumen medis. Apabila ditemukan perbedaan mengenai kecepatan, posisi korban, atau titik benturan, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan dan gelar perkara. Perdamaian serta bantuan pengemudi kepada keluarga korban dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari pemulihan, tetapi tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. pada Juni 2026, tantangan teknis utama terletak pada menjaga keaslian tempat kejadian perkara. Ketika petugas tiba, korban sering telah dievakuasi dan kendaraan dapat berpindah demi keselamatan atau kelancaran arus lalu lintas. Dalam keadaan demikian, petugas mencari orang yang mengetahui posisi awal, mengambil foto dari berbagai arah, menentukan titik tetap, mencatat serpihan dan jejak, serta menyusun sketsa yang menjelaskan posisi sebelum dan sesudah benturan.

BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menerangkan bahwa pembuktian kecepatan jarang bergantung pada satu alat. Perkiraan diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dan pengemudi, kondisi kerusakan, jarak perpindahan, jejak pengereman, serta keadaan jalan. Apabila tersedia, rekaman CCTV atau kamera kendaraan dipergunakan untuk memperkuat rekonstruksi. Kendala berupa saksi yang berbeda keterangan, keterlambatan dokumen medis, dan keterbatasan alat diatasi melalui pemeriksaan ulang, koordinasi dengan rumah sakit dan penuntut umum, serta gelar perkara.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dapat dicela dan dijatuhi pidana. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, konstruksi tersebut tidak berhenti pada bukti bahwa kendaraan yang dikemudikan seseorang menabrak korban. Penyidik harus menunjukkan adanya kewajiban berhati-hati, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, akibat yang dilarang, hubungan sebab-akibat, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan mengharuskan penyidik memisahkan peristiwa kecelakaan sebagai fakta fisik dari kesalahan sebagai fakta yuridis. Kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian pengemudi, tindakan korban, kerusakan mendadak yang tidak dapat diperkirakan, keadaan jalan, atau gabungan beberapa faktor. Hukum pidana tidak menuntut agar pengemudi menjadi satu-satunya penyebab, tetapi kelalaiannya harus memiliki peranan yang bermakna terhadap akibat. Dengan demikian, pertanggungjawaban dibangun melalui penilaian normatif atas fakta, bukan melalui anggapan bahwa pihak yang mengendalikan kendaraan selalu bersalah. Penilaian kesalahan karena itu dilakukan dengan menguji beberapa pertanyaan yang saling berkaitan. Pertama, apakah risiko munculnya korban di badan jalan dapat diperkirakan oleh pengemudi yang wajar dalam keadaan yang sama. Kedua, apakah pengemudi mempunyai jarak, waktu, kemampuan kendaraan, dan ruang gerak yang cukup untuk mencegah atau mengurangi akibat. Ketiga, apakah pengemudi telah melakukan tindakan yang secara masuk akal diharapkan, seperti mengurangi kecepatan, menjaga pandangan, membunyikan peringatan, melakukan pengereman, atau memilih arah menghindar yang aman. Keempat, apakah kegagalan melakukan tindakan tersebut mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan benturan dan akibat yang dialami korban. Jawaban atas pertanyaan itu harus ditarik dari persesuaian alat bukti, bukan dari dugaan atau tekanan akibat beratnya perkara. Tindakan korban tetap diperhitungkan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa, tetapi tidak otomatis menghapus kesalahan pengemudi. Sebaliknya, kontribusi korban harus dinilai untuk mengetahui apakah pengemudi masih mempunyai kesempatan yang wajar untuk mencegah benturan atau apakah peristiwa benar-benar tidak dapat dihindari. Penilaian demikian menghasilkan pertanggungjawaban yang bersifat individual dan proporsional. Pengemudi hanya dibebani akibat yang secara normatif dapat dihubungkan dengan pelanggaran kewajiban kehati-hatiannya, sedangkan faktor lain yang berdiri sendiri atau memutus hubungan sebab-akibat tidak boleh dibebankan kepadanya. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan berfungsi sebagai pengaman agar penyidikan tetap objektif sekaligus memberi perlindungan yang layak kepada korban.

Unsur subjek “setiap orang” pada Pasal 310 menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi pelaku. Dalam perkara ini, identitas pengemudi diperoleh dari keterangan tersangka, saksi, dokumen kendaraan, dan hubungan faktual antara orang tersebut dengan sepeda motor Honda Vario BK 3478 PBN. Pengakuan pengemudi memperkuat unsur ini, tetapi penyidik tetap perlu memastikan identitas melalui dokumen resmi agar tidak terjadi kekeliruan subjek.

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor dibuktikan dengan fakta bahwa pengemudi mengendalikan sepeda motor di jalan pada saat kejadian. Kendali berarti memiliki kemampuan menentukan arah, kecepatan, pengereman, dan manuver. Apabila pengemudi hanya penumpang atau kendaraan bergerak karena tindakan orang lain, konstruksi hukumnya berbeda. Dalam perkara yang diteliti tidak terdapat indikasi demikian. Oleh karena itu, dua unsur awal relatif tidak menimbulkan persoalan. Persoalan utama berada pada kualitas cara mengemudi dan hubungan tindakan tersebut dengan akibat. Pemisahan unsur penting agar berkas perkara tidak hanya berisi kesimpulan umum, tetapi menunjukkan alat bukti yang mendukung setiap bagian rumusan pasal.

Sifat melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas tidak selalu berupa pelanggaran rambu yang tegas. Pengemudi dapat dinilai lalai meskipun memiliki surat izin mengemudi, kendaraan terdaftar, dan tidak melampaui batas kecepatan formal, apabila ia tidak menyesuaikan cara mengemudi dengan risiko konkret. Kewajiban mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi menuntut perhatian terhadap pejalan kaki, persimpangan, permukiman, sekolah, pasar, dan situasi lain yang meningkatkan kemungkinan orang memasuki jalan.

Dalam perkara ini, cuaca cerah dan lalu lintas lengang dapat dipahami dalam dua arah. Keadaan tersebut memungkinkan kendaraan bergerak lebih lancar, tetapi juga semestinya memberikan kesempatan lebih baik untuk melihat korban. Penyidik perlu menilai apakah pengemudi menjaga pandangan ke depan, apakah kecepatan memungkinkan berhenti dalam jarak yang tersedia, dan apakah terdapat tanda bahaya. Jika korban muncul secara sangat mendadak dari tempat yang tertutup, ruang untuk mencela pengemudi dapat berkurang. Namun jika korban telah terlihat atau seharusnya terlihat dalam waktu cukup, kegagalan mengurangi kecepatan dapat menunjukkan pelanggaran kewajiban kehati-hatian.

Kesalahan dalam perkara ini berbentuk kelalaian, bukan kesengajaan menabrak. Kelalaian dapat dinilai dari ketidaksesuaian antara perilaku aktual pengemudi dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi yang berhati-hati dalam keadaan sama. Standar tersebut bersifat objektif, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi konkret pelaku, termasuk usia, pengalaman, kesehatan, kelelahan, dan keadaan darurat. Penyidik harus mencari alasan mengapa pengemudi tidak mampu menghindari korban dan apakah alasan tersebut dapat diterima secara hukum.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kemampuan memahami makna perbuatan dan mengendalikan kehendak. Tidak terdapat informasi dalam dokumen bahwa pengemudi mengalami gangguan jiwa atau kondisi yang menghapus kemampuan bertanggung jawab. Meski demikian, pemeriksaan seharusnya tetap mencatat keadaan fisik dan kesadaran. Pengaruh alkohol, narkotika, obat tertentu, atau kelelahan berat dapat memperkuat celaan apabila pengemudi mengetahui risikonya. Sebaliknya, gangguan medis yang tiba-tiba dan tidak dapat diperkirakan dapat menjadi fakta yang meringankan atau mengubah konstruksi. Dalam perkara ini, fokus tetap pada kurangnya antisipasi dan pengendalian sebelum benturan.

Pertanggungjawaban atas kematian korban mensyaratkan hubungan sebab-akibat antara kelalaian pengemudi, benturan, luka, dan kematian. Hubungan tersebut harus dibangun melalui kronologi dan bukti medis. Secara faktual, korban tertabrak, mengalami luka, dibawa untuk memperoleh perawatan, dan kemudian meninggal. Rangkaian waktu tersebut merupakan dasar awal, tetapi penyidik perlu memastikan tidak terdapat sebab lain yang memutus hubungan, misalnya penyakit yang sama sekali tidak berkaitan atau peristiwa baru setelah kecelakaan.

Dalam hukum pidana, tidak setiap kondisi yang mendahului akibat dianggap sebagai sebab yang relevan. Penyidik perlu menilai apakah benturan merupakan faktor yang secara wajar mampu menimbulkan luka dan kematian sebagaimana terjadi. Dokumen medis, keterangan dokter, atau visum membantu menjelaskan jenis luka, mekanisme terjadinya, dan penyebab kematian. Apabila penanganan medis tidak sempurna, hal itu tidak serta-merta memutus kausalitas selama luka akibat kecelakaan tetap menjadi faktor utama. Analisis kausalitas juga harus konsisten dengan bagian kendaraan yang membentur, posisi korban, dan pola luka.

BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menjelaskan bahwa hubungan antara benturan dan kematian korban diperiksa melalui surat keterangan medis, rekam perawatan, atau visum et repertum. Dokumen tersebut dibandingkan dengan bagian kendaraan yang mengalami benturan, posisi korban, serta kronologi pertolongan. Dengan cara itu, penyidik dapat menilai apakah kematian merupakan akibat langsung dari kecelakaan atau terdapat faktor lain yang perlu didalami.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur kelalaian pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Untuk peristiwa tanggal 24 Januari 2025, penyidik menilai perbuatan berdasarkan norma yang berlaku pada saat kejadian. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengubah formulasi ancaman pada Pasal 310 ayat (4) menjadi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. Perubahan tersebut tidak menghapus unsur tindak pidananya, tetapi perlu diperhatikan oleh aparat pada tahap lanjutan sesuai asas hukum antarwaktu.

Bagi penelitian ini, perubahan hukum memperlihatkan bahwa analisis harus membedakan norma materiil dan prosedural. Unsur perbuatan dan kelalaian tetap bersumber pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan ancaman pidana dan aturan umum pemidanaan harus dibaca bersama KUHP nasional dan undang-undang penyesuaian. Penyidik tidak menentukan pidana yang akan dijatuhkan, tetapi harus mencantumkan pasal secara tepat agar penuntut umum dan hakim dapat menerapkan hukum yang berlaku. Ketelitian ini menjadi bagian dari kepastian hukum bagi korban maupun tersangka.

Ketepatan pencantuman pasal harus diikuti uraian mengenai waktu berlakunya norma. Peristiwa, tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan dapat berlangsung pada masa berlakunya ketentuan yang berbeda. Karena itu, berkas perlu memisahkan fakta yang membentuk tindak pidana dari ketentuan mengenai ancaman pidana dan prosedur yang digunakan. Pemisahan tersebut membantu mencegah kekeliruan penerapan hukum antarwaktu serta memastikan perubahan undang-undang tidak dipakai untuk mengurangi hak tersangka atau mengabaikan kepentingan korban. Penyidik juga perlu mencatat dasar hukum setiap tindakan dan mengoordinasikan perubahan regulasi dengan penuntut umum agar perkara tetap memiliki kepastian hukum hingga tahap persidangan.

Konstruksi pertanggungjawaban dimulai sejak tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Petugas mengamankan lokasi, menolong korban, dan mencatat posisi penting. Setelah itu penyidik mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menjawab pertanyaan dasar: siapa, melakukan apa, di mana, kapan, dengan cara bagaimana, dan akibat apa yang terjadi. Dalam perkara kecelakaan, pertanyaan “bagaimana” memiliki arti khusus karena di dalamnya terdapat kecepatan, arah, reaksi, jarak, dan kesempatan menghindar.

Setiap tahap harus didokumentasikan dalam berita acara. Foto dan sketsa membantu menjaga memori ruang; pemeriksaan saksi membantu menyusun kronologi; pemeriksaan kendaraan menilai kemungkinan faktor teknis; dokumen medis menjelaskan akibat; dan pemeriksaan pengemudi menggali sikap serta tindakan. Hasilnya kemudian dianalisis dalam gelar perkara atau mekanisme pengawasan internal sebelum penetapan atau kelanjutan status tersangka. Kesesuaian dengan pedoman penanganan kecelakaan lalu lintas penting agar tidak ada bukti yang terlewat dan agar metode yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat tindakan penyidikan perkara dilakukan tahun 2025, penilaian prosedural mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta perkembangan putusan pengadilan yang mensyaratkan bukti permulaan yang memadai. Penyidik tidak cukup hanya menunjuk akibat kematian; sekurang-kurangnya harus terdapat alat bukti yang menghubungkan pengemudi dengan kendaraan, menunjukkan terjadinya kecelakaan, dan memberi dasar rasional untuk menduga adanya kelalaian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku 2 Januari 2026 dan mencabut KUHAP lama. Karena peristiwa penyidikan dalam studi kasus telah dilakukan sebelumnya, keabsahan tindakan dinilai menurut hukum ketika tindakan itu dilakukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peralihan apabila proses berlanjut. Dalam perspektif perbaikan ke depan, KUHAP baru menekankan penguatan hak, koordinasi penyidik dan penuntut umum, serta kontrol atas upaya paksa. Penelitian ini karena itu tidak mencampur kedua rezim, tetapi menggunakan KUHAP baru sebagai konteks rekomendasi agar penyidikan kecelakaan lebih transparan dan akuntabel.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menyampaikan bahwa kecukupan bukti dibahas melalui pengawasan berjenjang dan gelar perkara. Gelar perkara dipergunakan untuk memeriksa apakah setiap unsur telah memiliki dukungan bukti, apakah terdapat fakta yang meringankan, dan apakah masih diperlukan pemeriksaan tambahan. Pendekatan ini mencegah penetapan tersangka semata-mata berdasarkan akibat fatal yang terjadi.

Objektivitas penyidikan menuntut penyidik mencari fakta yang memberatkan dan meringankan. Tersangka berhak mengetahui perkara yang disangkakan, memberikan keterangan tanpa tekanan, memperoleh bantuan hukum, mengajukan saksi atau bukti yang menguntungkan, dan diperlakukan secara manusiawi. Pemenuhan hak tidak menghambat penegakan hukum; justru membuat hasil pemeriksaan lebih dapat dipercaya dan mengurangi risiko berkas dipersoalkan karena prosedur yang tidak sah.

Dalam dokumen perkara disebutkan adanya pemberitahuan hak bantuan hukum. Hal tersebut perlu ditunjukkan melalui berita acara yang jelas, termasuk apakah pendamping hadir dan apakah tersangka memahami pertanyaan. Penyidik juga perlu memberi ruang bagi tersangka untuk menjelaskan tindakan korban, jarak pandang, kondisi kendaraan, dan upaya menghindar. Penjelasan itu kemudian diuji, bukan diterima atau ditolak berdasarkan asumsi. KUHAP yang berlaku sejak 2026 memperkuat orientasi perlindungan hak dan koordinasi proses, sehingga praktik penyidikan ke depan perlu menempatkan dokumentasi hak sebagai bagian substansial dari kualitas berkas, bukan sekadar formalitas.

Hasil wawancara dengan IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengemudi ditentukan melalui kesesuaian antara unsur pasal dan fakta. Penyidik memeriksa identitas pengemudi, kondisi kendaraan, arah perjalanan, cara mengemudi, posisi korban, akibat yang timbul, serta hubungan kausal. Keputusan menetapkan tersangka harus didahului analisis bukti dan tidak boleh hanya didorong oleh beratnya akibat atau tekanan dari para pihak.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menekankan pentingnya gelar perkara dan pengawasan berjenjang apabila fakta tidak konsisten. Perbedaan keterangan mengenai kecepatan, posisi korban, atau tindakan pengereman harus diperjelas melalui pemeriksaan tambahan. Perilaku korban dapat dipertimbangkan dalam analisis sebab-akibat, tetapi penyidik tetap memeriksa apakah pengemudi telah memenuhi kewajiban mengendalikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi.

Hasil wawancara dengan BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menunjukkan bahwa tindakan teknis di lokasi menentukan kuat atau lemahnya konstruksi unsur pidana. Petugas mencatat titik benturan, posisi akhir, kerusakan kendaraan, jejak, keadaan jalan, dan identitas saksi. Data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan keterangan pengemudi dan saksi. Apabila terdapat ketidaksesuaian, pemeriksaan diulang dan sketsa tempat kejadian diperiksa kembali.

BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menerangkan bahwa penetapan peran pengemudi tidak dilakukan hanya berdasarkan pengakuan. Pengakuan harus bersesuaian dengan fakta objektif di tempat kejadian, kerusakan kendaraan, keterangan saksi, dan dokumen medis. Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, penyidik memastikan bahwa kematian mempunyai hubungan dengan luka akibat kecelakaan sehingga pertanggungjawaban dibangun dari bukti manusia, bukti benda, dan bukti dokumen yang saling menguatkan.

Berdasarkan dokumen perkara dan hasil wawancara, pertanggungjawaban pidana pengemudi di Polres Langkat dibangun melalui proses bertingkat. Penyidik memastikan subjek dan perbuatan mengemudi, menilai pelanggaran standar kehati-hatian, menghubungkan kelalaian dengan benturan dan akibat, memeriksa kemampuan bertanggung jawab, serta memastikan kecukupan alat bukti dan pemenuhan hak tersangka sebelum perkara dilanjutkan.

Dalam studi kasus, unsur subjek, kendaraan, terjadinya benturan, dan akibat meninggal dunia memiliki dasar awal yang kuat. Bagian yang membutuhkan kehati-hatian lebih besar adalah pembuktian kelalaian dan kesempatan menghindar, karena terdapat perbedaan perkiraan kecepatan serta kemungkinan kontribusi gerakan korban. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban tidak boleh dirumuskan semata-mata dari akibat. Konstruksi yang paling tepat adalah menunjukkan secara konkret tindakan yang seharusnya dilakukan pengemudi, tindakan yang benar-benar dilakukan, dan alasan mengapa selisih keduanya merupakan kelalaian yang berperan terhadap kematian korban.

B. 
Pembuktian Unsur Kelalaian (Culpa) Pengemudi dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Tahap Penyidikan

Unsur “karena kelalaiannya” merupakan pusat perkara Pasal 310. Berbeda dengan kesengajaan, pengemudi tidak menghendaki benturan atau kematian. Celaan pidana muncul karena pengemudi tidak menggunakan perhatian dan kehati-hatian yang secara wajar dapat dituntut. Pembuktian karena itu harus menjelaskan risiko yang dapat diperkirakan, kewajiban untuk mencegah risiko, kemampuan pengemudi melakukan pencegahan, dan kegagalan melakukan tindakan yang diperlukan.

Kelalaian tidak dapat dibuktikan hanya dengan kalimat “pengemudi kurang hati-hati”. Penyidik harus menerjemahkan frasa tersebut menjadi fakta: tidak mengurangi kecepatan ketika mendekati pejalan kaki, terlambat melakukan pengereman, tidak menjaga pandangan, tidak memberi peringatan, atau memilih manuver yang tidak aman. Setiap bentuk kelalaian perlu didukung alat bukti. Semakin konkret uraian perbuatan, semakin mudah penuntut umum dan hakim menguji apakah perbuatan itu memenuhi Pasal 310. Kebutuhan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pidana hanya dapat dibebankan atas kesalahan yang terbukti.

Standar kehati-hatian ditentukan dengan membandingkan perilaku pengemudi dengan perilaku pengemudi yang wajar dalam situasi yang sama. Standar ini objektif karena tidak bergantung sepenuhnya pada penilaian pribadi pelaku. Namun standar juga kontekstual karena tindakan yang aman di jalan lurus dan sepi belum tentu aman di sekitar persimpangan, pasar, sekolah, atau permukiman. Kehadiran pejalan kaki menuntut kewaspadaan lebih tinggi karena pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang rentan.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menjelaskan bahwa standar kehati-hatian selalu dinilai berdasarkan situasi konkret. Kecepatan yang secara formal tidak melampaui batas masih dapat dianggap tidak wajar apabila pengemudi melintasi kawasan permukiman, persimpangan, atau lokasi yang memungkinkan pejalan kaki memasuki badan jalan. Sebaliknya, terjadinya kecelakaan tidak otomatis membuktikan kelalaian apabila bahaya muncul pada jarak yang secara objektif tidak memungkinkan tindakan pencegahan.

Dalam perkara ini, lokasi sekitar Simpang Utama Secanggang dan fakta korban menyeberang harus dinilai sebagai konteks. Penyidik perlu memeriksa apakah lokasi lazim digunakan untuk menyeberang, memiliki tanda, bahu jalan, aktivitas warga, atau penghalang pandangan. Jika lingkungan memberi tanda objektif bahwa pejalan kaki mungkin memasuki jalan, pengemudi wajib menyesuaikan kecepatan. Kewajiban itu tidak bersifat absolut; pengemudi hanya dapat dicela apabila risiko dapat diperkirakan dan tersedia tindakan wajar untuk menghindari atau mengurangi akibat.

Kecepatan memiliki hubungan langsung dengan jarak reaksi dan jarak pengereman. Semakin tinggi kecepatan, semakin jauh jarak yang diperlukan untuk berhenti dan semakin besar energi benturan. Namun angka kecepatan tidak boleh diperlakukan secara terpisah dari jarak saat korban terlihat, kondisi rem, permukaan jalan, dan waktu reaksi. Penyidik perlu menghindari kesimpulan sederhana bahwa kecepatan tertentu selalu lalai atau selalu aman.

Perbedaan antara 40-50 dan 50-60 kilometer per jam dalam berkas perlu diselesaikan melalui penguatan silang. Jika tidak tersedia alat ukur, penyidik dapat menggunakan kombinasi jejak, kerusakan, jarak perpindahan, dan keterangan ahli apabila diperlukan. Bahkan tanpa angka pasti, kelalaian masih dapat dinilai dari tindakan. Misalnya, apabila pengemudi melihat korban tetapi tidak mengurangi kecepatan sampai jarak sangat dekat, kegagalan tersebut dapat lebih penting daripada selisih angka. Sebaliknya, jika korban tiba-tiba memasuki jalur pada jarak yang secara fisik tidak memungkinkan pengereman, penyidik harus mempertimbangkan keterbatasan tersebut sebagai fakta yang meringankan.

BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menerangkan bahwa perbedaan perkiraan kecepatan tidak diselesaikan dengan memilih salah satu keterangan. Penyidik membandingkan jarak pengereman, tingkat kerusakan, posisi akhir kendaraan dan korban, serta keadaan permukaan jalan. Apabila data teknis belum memadai, angka kecepatan diperlakukan sebagai perkiraan dan analisis kelalaian difokuskan pada kecukupan jarak serta kesempatan pengemudi melakukan pengereman atau manuver.

Cuaca cerah dan lalu lintas lengang cenderung mengurangi gangguan visual. Hal itu dapat memperkuat pertanyaan mengapa korban tidak terlihat lebih awal. Akan tetapi, kondisi cerah juga dapat menimbulkan silau pada arah tertentu, sedangkan jalan lengang dapat membuat pengemudi merasa aman meningkatkan kecepatan. Karena itu, penyidik harus mencatat arah kendaraan, posisi matahari, bentuk jalan, dan penghalang pandangan. Kesimpulan tidak boleh dibangun dari label umum tanpa rincian.

Perilaku korban juga relevan. Korban mungkin menyeberang secara normal, ragu-ragu, berlari, berhenti di tengah jalan, atau muncul dari balik kendaraan. Setiap kemungkinan menghasilkan waktu reaksi berbeda. Jika korban melanggar kewajiban sebagai pejalan kaki, pelanggaran tersebut tidak otomatis menghapus kelalaian pengemudi. Hukum pidana menilai kesalahan pelaku secara individual. Kontribusi korban dapat memengaruhi kausalitas, tingkat celaan, atau pertimbangan pemidanaan, tetapi penyidik tetap harus menentukan apakah pengemudi memiliki kesempatan yang wajar untuk mencegah akibat.

Bukti teknis meliputi foto, video, sketsa, pengukuran, titik benturan, posisi akhir, kerusakan kendaraan, serpihan, bekas pengereman, dan bercak darah. Bukti tersebut membantu memindahkan analisis dari ingatan subjektif ke objek yang dapat diperiksa ulang. Sketsa harus menggunakan titik tetap agar posisi dapat direkonstruksi. Foto sebaiknya diambil dari arah datang masing-masing pihak, dari jarak umum hingga detail, dan dilengkapi keterangan waktu serta orientasi.

BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menjelaskan bahwa titik benturan dan posisi akhir tidak selalu sama. Karena itu, petugas menggunakan titik tetap di sekitar lokasi untuk melakukan pengukuran dan menyusun sketsa. Serpihan kendaraan, bekas gesekan, bercak darah, dan arah jatuh korban dipakai untuk menguji apakah keterangan mengenai arah perjalanan dan mekanisme benturan dapat diterima.

Dalam perkara ini disebutkan adanya jejak ban dan darah di badan jalan. Jejak tersebut perlu dijelaskan ukurannya, arah, dan hubungannya dengan posisi kendaraan. Bekas pengereman dapat menunjukkan tindakan reaktif, tetapi ketiadaannya tidak otomatis berarti pengemudi tidak mengerem. Kendaraan dengan sistem pengereman tertentu dapat meninggalkan jejak minimal. Oleh karena itu, interpretasi sebaiknya dilakukan bersama kondisi kendaraan dan permukaan jalan. Dokumen BAP dan sketsa menjadi bukti utama penelitian, tetapi kekuatan yuridisnya bergantung pada ketelitian pencatatan dan kesesuaian dengan bukti lain.

Keterangan saksi dan tersangka perlu dibaca secara komparatif. Persesuaian mengenai waktu, tempat, kendaraan, arah, dan terjadinya benturan meningkatkan kepastian kronologi. Perbedaan mengenai kecepatan, jarak, atau cara korban menyeberang harus dipetakan secara terbuka. Penyidik dapat meminta masing-masing pihak menggambarkan posisi, menunjukkan lokasi, atau menjelaskan sumber pengetahuan. Pertanyaan tidak boleh bersifat menggiring sehingga jawaban mencerminkan ingatan yang sebenarnya.

Keterangan tersangka mempunyai nilai penting karena ia mengetahui tindakan yang dilakukan, tetapi memiliki kepentingan terhadap hasil perkara. Keterangan saksi juga dapat memiliki keterbatasan persepsi. Karena itu, kedua jenis keterangan membutuhkan dukungan objektif. Apabila tersangka mengatakan telah mengerem, penyidik memeriksa jejak, kondisi rem, dan kesesuaian waktu. Apabila saksi memperkirakan kecepatan tinggi, penyidik memeriksa jarak dan kerusakan. Metode saling uji tersebut mencegah penyidik memilih keterangan yang paling sesuai dengan dugaan awal tanpa pemeriksaan kritis.

Bukti medis memiliki dua fungsi. Pertama, menentukan klasifikasi akibat berupa luka ringan, luka berat, atau meninggal dunia. Kedua, menjelaskan hubungan antara benturan dan akibat. Surat keterangan kematian saja menunjukkan fakta kematian, tetapi untuk perkara yang memerlukan analisis kausal, visum atau penjelasan medis lebih kuat karena memuat jenis luka dan sebab kematian. Jika korban meninggal setelah perawatan, riwayat medis diperlukan untuk melihat perkembangan kondisi.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menegaskan bahwa akibat meninggal dunia harus memiliki dasar medis yang jelas. Penyidik tidak cukup hanya melampirkan surat kematian, tetapi perlu mengetahui luka yang timbul, tindakan medis yang diberikan, serta kaitannya dengan benturan. Apabila terdapat rentang waktu antara kecelakaan dan kematian, rangkaian perawatan harus didalami untuk memastikan hubungan sebab-akibat tetap terpelihara.

Penyidik perlu memastikan identitas korban pada dokumen medis sama dengan identitas dalam perkara, waktu pemeriksaan sesuai, dan luka konsisten dengan mekanisme benturan. Jika terdapat penyakit sebelumnya, dokter dapat menjelaskan apakah kecelakaan memperburuk atau memicu kematian. Hubungan kausal tidak harus berarti kecelakaan satu-satunya sebab; cukup apabila luka akibat kecelakaan menjadi faktor hukum yang relevan dan tidak terputus oleh sebab baru yang dominan. Ketelitian ini melindungi keluarga korban sekaligus mencegah pengemudi dibebani akibat yang tidak terbukti berasal dari perbuatannya.

Kelalaian sadar terjadi ketika pelaku menyadari kemungkinan akibat, tetapi secara tidak beralasan berharap akibat tidak terjadi. Kelalaian tidak sadar terjadi ketika pelaku tidak memikirkan akibat, padahal seharusnya dapat memperkirakannya. Dalam praktik kecelakaan, pembedaan ini tidak selalu dicantumkan dalam pasal, tetapi berguna untuk memahami tingkat celaan. Pengemudi yang melihat risiko dan tetap mempertahankan cara mengemudi memiliki kesalahan lebih berat daripada pengemudi yang terlambat menyadari risiko karena kurang perhatian.

Dalam perkara ini, waktu pertama pengemudi melihat korban menjadi penting. Jika ia melihat korban dari jarak cukup dan tetap melaju karena yakin dapat melewati, keadaan dapat mendekati kelalaian sadar. Jika ia baru menyadari korban pada jarak dekat karena tidak memperhatikan depan, keadaan lebih dekat pada kelalaian tidak sadar. Keduanya tetap dapat memenuhi culpa, tetapi analisis membantu menjelaskan tindakan yang dicela. Penyidik perlu berhati-hati agar tidak mengubah kelalaian menjadi kesengajaan tanpa bukti sikap batin yang memadai.

Dalam kecelakaan lalu lintas, tindakan korban sering menjadi bagian dari rangkaian sebab. Pejalan kaki memiliki kewajiban memperhatikan keselamatan ketika menyeberang. Namun konsep kontribusi korban dalam hukum pidana berbeda dari pembagian ganti rugi dalam hukum perdata. Kesalahan korban tidak secara matematis mengurangi kesalahan pengemudi. Penyidik tetap menilai apakah perbuatan pengemudi secara mandiri memenuhi unsur kelalaian dan mempunyai hubungan kausal.

Apabila korban menyeberang tiba-tiba pada jarak yang tidak memungkinkan reaksi, fakta tersebut dapat meniadakan atau melemahkan kelalaian pengemudi. Apabila korban menyeberang kurang hati-hati tetapi sudah terlihat dalam waktu cukup, pengemudi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak melakukan tindakan pencegahan. Pendekatan ini menjaga keseimbangan: korban tidak selalu diposisikan benar hanya karena mengalami akibat, dan pengemudi tidak selalu diposisikan salah hanya karena mengendalikan kendaraan. Penilaian harus didasarkan pada kesempatan aktual dan kewajiban masing-masing pihak, dengan fokus pada kesalahan tersangka sebagai dasar pidana.

Kedua narasumber menerangkan bahwa perilaku korban merupakan fakta yang wajib diperiksa secara objektif, bukan alasan otomatis untuk membebaskan atau menyalahkan pengemudi. Penyidik menilai titik awal korban menyeberang, jarak pandang, arus lalu lintas, dan waktu yang tersedia bagi pengemudi. Hasil penilaian tersebut kemudian ditempatkan dalam analisis apakah pengemudi masih memiliki kesempatan yang wajar untuk mencegah benturan.

Berdasarkan hasil wawancara, IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menerangkan bahwa unsur kelalaian dibuktikan melalui indikator yang saling berkaitan, antara lain kecepatan, konsentrasi, jarak pandang, kepatuhan terhadap rambu, kondisi jalan, kondisi kendaraan, dan tindakan setelah melihat bahaya. Tidak terdapat satu indikator yang selalu menentukan; penyidik harus menjelaskan mengapa gabungan fakta menunjukkan bahwa pengemudi bertindak di bawah standar kehati-hatian yang seharusnya.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menyatakan bahwa keterangan mengenai korban yang menyeberang secara tiba-tiba harus diuji dengan lokasi, jarak, pandangan pengemudi, keterangan saksi, dan jejak di tempat kejadian. Apabila bukti belum cukup, pemeriksaan tambahan atau gelar perkara diperlukan. Keterangan ahli dapat diminta apabila terdapat persoalan teknis mengenai kecepatan, mekanisme benturan, atau sebab kematian.

Berdasarkan hasil wawancara, BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menerangkan bahwa petugas di lapangan terlebih dahulu mengumpulkan data sebelum membuat penilaian yuridis. Posisi kendaraan diukur dari titik tetap, kerusakan difoto, saksi dicatat identitasnya, dan keadaan jalan didokumentasikan. Perkiraan kecepatan diperoleh dari beberapa sumber, bukan hanya dari pengakuan pengemudi. Apabila tempat kejadian telah berubah, petugas mencari orang yang pertama berada di lokasi dan mencatat setiap perubahan yang terjadi.

BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. juga menjelaskan pentingnya memeriksa rem, ban, lampu, dan kemudi untuk mengetahui apakah kecelakaan dipengaruhi faktor teknis kendaraan. Dokumen medis digunakan untuk menentukan tingkat akibat, sedangkan foto, sketsa, dan jejak digunakan untuk menilai mekanisme benturan. Ketiadaan CCTV tidak menghentikan penyidikan, tetapi membuat persesuaian antara bukti fisik dan keterangan menjadi semakin penting.

Pembuktian culpa dalam perkara yang diteliti dilakukan dengan menggabungkan keterangan saksi dan tersangka, keadaan cuaca dan lalu lintas, posisi korban yang menyeberang, kondisi serta jejak di tempat kejadian, perkiraan kecepatan, sketsa, kendaraan, dan dokumen medis. Bukti tersebut diarahkan untuk menunjukkan bahwa pengemudi seharusnya dapat mengantisipasi risiko dan mempunyai kesempatan melakukan tindakan pencegahan, tetapi gagal memenuhi standar tersebut.

Perbedaan perkiraan kecepatan, jarak pandang, dan waktu reaksi merupakan kelemahan utama perkara. Berkas perlu menjelaskan saat korban pertama terlihat, jarak kendaraan, pengereman, dan pola luka. Kematian korban memenuhi unsur akibat Pasal 310 ayat (4), tetapi culpa tetap harus dibuktikan melalui fakta objektif yang saling bersesuaian.

C. 
Kendala Yuridis dan Praktis yang Dihadapi Penyidik dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi pada Tahap Penyidikan

Kendala penyidikan dapat dibedakan menjadi kendala yuridis, pembuktian, teknis, kelembagaan, dan sosial. Kendala yuridis muncul ketika norma menggunakan istilah terbuka seperti “kelalaian” yang harus diisi melalui penilaian kasus. Kendala pembuktian muncul ketika bukti terbatas atau tidak konsisten. Kendala teknis berkaitan dengan alat, kemampuan analisis, dan kondisi lokasi. Kendala kelembagaan berkaitan dengan koordinasi antarinstansi. Kendala sosial muncul dari tekanan keluarga, perdamaian, ketakutan saksi, atau persepsi masyarakat.

Pembagian tersebut penting karena solusi untuk setiap kendala berbeda. Kekurangan norma tidak diselesaikan hanya dengan menambah kamera; kekurangan bukti tidak diselesaikan hanya dengan mengutip pasal; dan tekanan sosial tidak diselesaikan hanya dengan analisis teknis. Penyidik memerlukan aturan, kompetensi, sarana, koordinasi, dan integritas. Kerangka ini sejalan dengan pemikiran bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya. Dalam perkara lalu lintas, semua faktor hadir secara nyata karena peristiwa terjadi di ruang publik dan membutuhkan respons cepat.

Istilah kelalaian tidak dirumuskan sebagai daftar tertutup. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum menjangkau beragam situasi, tetapi juga menimbulkan risiko perbedaan penilaian. Dua penyidik dapat memberikan bobot berbeda pada kecepatan, posisi korban, atau kondisi jalan. Tanpa uraian indikator yang jelas, berkas dapat memuat kesimpulan normatif tanpa fakta pendukung. Kendala lain adalah hubungan antara hukum khusus lalu lintas, ketentuan umum KUHP, dan perubahan hukum sejak 2026.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menjelaskan bahwa sifat terbuka konsep kelalaian menjadi kendala sekaligus ruang bagi penyidik untuk menilai keadaan konkret. Agar penilaian tidak subjektif, penyidik menggunakan matriks unsur dan fakta serta membandingkan keterangan dengan bukti teknis. Perkara yang memiliki perbedaan fakta penting dibahas dalam gelar perkara untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Solusinya adalah menggunakan matriks unsur pasal dan bukti. Setiap unsur dicantumkan bersama fakta, alat bukti, dan penjelasan mengapa fakta tersebut relevan. Penyidik juga perlu membedakan waktu kejadian, waktu tindakan penyidikan, dan waktu pemeriksaan di pengadilan untuk menerapkan hukum antarwaktu secara tepat. Pedoman internal dan gelar perkara dapat membantu keseragaman tanpa menghilangkan penilaian individual. Pendidikan berkelanjutan mengenai KUHP nasional, KUHAP baru, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana diperlukan agar penanganan perkara lama yang masih berjalan tidak menimbulkan kekeliruan.

Tempat kejadian kecelakaan mudah berubah. Korban harus segera dievakuasi, kendaraan dipindahkan, lalu lintas kembali berjalan, hujan dapat menghapus jejak, dan masyarakat dapat menyentuh barang. Ketika petugas datang terlambat, posisi awal sulit dipastikan. Kondisi ini memengaruhi penentuan titik benturan, arah, dan jarak. Dalam perkara yang hanya memiliki sedikit saksi, perubahan tersebut dapat menjadi hambatan utama.

Penyidik dapat mengurangi dampak dengan sistem respons cepat, panduan bagi petugas pertama, dan penggunaan dokumentasi digital. Masyarakat serta petugas kesehatan perlu diarahkan untuk mengutamakan korban sambil sebisa mungkin merekam posisi sebelum memindahkan benda. Penggunaan drone, kamera 360 derajat, pengukur laser, atau aplikasi pemetaan akan meningkatkan akurasi, tetapi alat sederhana seperti foto berurutan, meteran, dan titik tetap tetap efektif apabila digunakan disiplin. Setiap perubahan harus dicatat agar rekonstruksi tidak menyajikan posisi setelah evakuasi sebagai posisi saat benturan.

Analisis kecelakaan membutuhkan pengetahuan mengenai dinamika kendaraan, jarak pengereman, pengukuran, fotografi forensik, dan interpretasi kerusakan. Tidak semua unit memiliki peralatan canggih atau personel dengan pelatihan khusus. Akibatnya, perkiraan kecepatan sering mengandalkan keterangan dan pengalaman. Metode tersebut dapat berguna, tetapi rentan dipersoalkan apabila tidak dijelaskan dasar perhitungannya.

BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menerangkan bahwa keterbatasan sarana dapat memengaruhi kedalaman analisis, terutama pada kecelakaan fatal. Petugas mengatasinya dengan menggunakan alat ukur yang tersedia, dokumentasi digital, pencarian rekaman kamera di sekitar lokasi, dan koordinasi dengan satuan lain apabila diperlukan. Walaupun demikian, peningkatan peralatan dan pelatihan tetap dibutuhkan agar hasil pengukuran lebih presisi.

Penguatan dapat dilakukan melalui pelatihan rekonstruksi, kerja sama dengan ahli transportasi atau laboratorium forensik, standardisasi formulir, dan penyediaan alat ukur. Tidak semua perkara memerlukan ahli, namun perkara dengan korban meninggal, perbedaan keterangan tajam, atau mekanisme teknis kompleks sebaiknya dipertimbangkan untuk pemeriksaan ahli. Penggunaan teknologi harus disertai kemampuan menyimpan dan menjamin keaslian data. Rekaman elektronik yang tidak jelas sumber, waktu, atau rantai penguasaannya dapat menimbulkan persoalan baru. Karena itu, modernisasi sarana harus berjalan bersama prosedur autentikasi dan dokumentasi.

Saksi kecelakaan sering hanya melihat sebagian peristiwa. Ada saksi yang mendengar benturan lalu menoleh, saksi yang melihat dari kendaraan bergerak, atau saksi yang datang setelah kejadian. Ingatan juga berubah seiring waktu. Perbedaan tidak selalu berarti salah satu berbohong; dapat terjadi karena sudut pandang berbeda. Penyidik harus memetakan bagian yang benar-benar dilihat dan membedakan fakta dari kesimpulan saksi.

Teknik mengatasi perbedaan meliputi pemeriksaan terpisah, pertanyaan terbuka, penggunaan peta atau sketsa, peninjauan lokasi, dan perbandingan dengan bukti objektif. Konfrontasi harus digunakan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi tekanan. Saksi yang takut atau enggan perlu dijelaskan hak dan kewajibannya. Semakin cepat pemeriksaan dilakukan, semakin kecil risiko hilangnya ingatan. Dalam perkara ini, perbedaan angka kecepatan menunjukkan pentingnya menyatakan sumber setiap angka dan tidak menggabungkannya menjadi satu fakta tanpa penjelasan.

Dokumen medis sering membutuhkan waktu karena rumah sakit harus mengikuti prosedur dan dokter memiliki beban pelayanan. Keterlambatan dapat memengaruhi kelengkapan berkas, terutama ketika klasifikasi luka atau sebab kematian menentukan ayat yang diterapkan. Penyidik perlu mengirim permintaan secara resmi, memantau, dan menjelaskan informasi apa yang dibutuhkan tanpa memengaruhi independensi dokter.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menyampaikan bahwa koordinasi dengan rumah sakit dan penuntut umum perlu dilakukan sejak awal, khususnya apabila korban meninggal setelah menjalani perawatan. Komunikasi tersebut membantu penyidik mengetahui dokumen apa yang diperlukan dan mencegah berkas dikembalikan karena hubungan kausal atau unsur akibat belum terjelaskan secara memadai.

Koordinasi dengan penuntut umum juga penting sejak awal pada perkara yang kompleks. Pengembalian berkas dapat terjadi karena uraian unsur belum lengkap, saksi kurang, atau hubungan kausal belum jelas. Komunikasi yang profesional membantu penyidik mengetahui kebutuhan pembuktian sebelum waktu terlalu lama. KUHAP baru memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, sehingga ke depan perlu mekanisme yang terdokumentasi dan tetap menghormati fungsi masing-masing. Tujuannya bukan menyamakan pendapat secara paksa, tetapi memastikan perkara yang dikirim memiliki dasar bukti cukup dan tidak menunda kepastian bagi korban maupun tersangka.

Dalam praktik, keluarga pengemudi dan korban dapat mencapai perdamaian, pembayaran biaya pengobatan, santunan, atau permintaan maaf. Tindakan tersebut memiliki nilai pemulihan dan dapat mengurangi konflik. Namun penyidik harus membedakan perdamaian dari penghentian perkara. Kecelakaan yang mengakibatkan kematian menyangkut kepentingan publik dan memiliki ancaman pidana yang serius. Karena itu, surat perdamaian tidak otomatis menghapus unsur Pasal 310.

Menurut kedua narasumber, perdamaian mempunyai nilai kemanusiaan karena dapat membantu pemulihan hubungan dan meringankan beban keluarga korban. Namun perdamaian tidak boleh dipaksakan dan tidak dapat menggantikan pembuktian unsur tindak pidana. Dalam kecelakaan yang mengakibatkan kematian, penyidik tetap menilai kepentingan publik, ketentuan keadilan restoratif, dan kecukupan bukti sebelum menentukan tindak lanjut perkara.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan persyaratan umum dan khusus. KUHAP yang berlaku sejak 2026 juga mengatur mekanisme keadilan restoratif. Penerapannya harus dinilai secara ketat berdasarkan jenis tindak pidana, akibat, kehendak bebas para pihak, kepentingan masyarakat, dan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara fatal, pemulihan dapat tetap dilakukan tanpa menjadikan perdamaian sebagai alasan mengabaikan bukti. Bantuan kepada keluarga korban sebaiknya dicatat sebagai tanggung jawab sosial dan bahan pertimbangan, bukan transaksi untuk menghentikan proses.

Untuk mencegah perdamaian disalahartikan, penyidik perlu mendokumentasikan pihak yang hadir, bentuk pemulihan, dan pernyataan bahwa kesepakatan dibuat tanpa tekanan. Dokumen tersebut harus dipisahkan dari analisis terpenuhinya unsur tindak pidana. Jika syarat keadilan restoratif tidak terpenuhi, proses pembuktian tetap dilanjutkan, sedangkan santunan dan permintaan maaf dicatat sebagai tindakan setelah kejadian. Menurut kedua narasumber, pemisahan ini memberi ruang pemulihan bagi keluarga korban sekaligus menjaga keputusan penyidik tetap didasarkan pada hukum, bukti, dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menjelaskan bahwa kendala yuridis yang sering muncul adalah membedakan kecelakaan yang tidak dapat dihindari dari kecelakaan yang terjadi karena kurang hati-hati. Kendala praktis meliputi perubahan tempat kejadian, keterbatasan saksi, perbedaan keterangan, dan keterlambatan dokumen medis. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan berkas dan gelar perkara, terutama sebelum penetapan tersangka atau ketika terdapat fakta yang belum konsisten.

IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menekankan pentingnya koordinasi dan peningkatan kompetensi penyidik. Perdamaian dipandang sebagai bagian dari pemulihan, tetapi penerapannya harus sesuai hukum dan tidak boleh lahir dari tekanan. Upaya mengatasi kendala dilakukan melalui standardisasi analisis unsur, peningkatan alat dokumentasi, pelatihan, serta komunikasi yang lebih cepat dengan rumah sakit dan penuntut umum.

Hasil wawancara dengan BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menunjukkan bahwa petugas sering menghadapi lokasi yang telah berubah ketika tiba. Solusi awal yang dilakukan ialah mencatat pihak yang memindahkan korban atau kendaraan, mencari foto atau video milik warga, serta menentukan posisi awal berdasarkan jejak yang masih tersisa. Ketika keterangan saksi berbeda, penyidik kembali pada bukti fisik dan melakukan pemeriksaan tambahan.

BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menyampaikan perlunya kelengkapan alat ukur, kamera, kendaraan operasional, dan pelatihan analisis kecelakaan. Koordinasi dengan rumah sakit diperlukan agar dokumen medis tidak terlambat, sedangkan komunikasi dengan jaksa membantu penyidik melengkapi unsur sejak awal. Menurut narasumber, hambatan penyidikan bukan hanya berkaitan dengan jumlah bukti, tetapi juga dengan ketelitian dalam mengelola dan menghubungkan setiap bukti yang tersedia.

Penelitian menemukan bahwa model penyidikan yang paling tepat untuk perkara kecelakaan lalu lintas adalah model integratif berbasis unsur, bukti, dan prosedur. Berbasis unsur berarti setiap bagian Pasal 310 dianalisis secara terpisah. Berbasis bukti berarti kesimpulan dibangun dari persesuaian keterangan, bukti teknis, kendaraan, dan dokumen medis. Berbasis prosedur berarti alat bukti diperoleh dengan menghormati hak dan dicatat secara dapat diuji. Ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan.

Temuan khusus pada perkara ini adalah kuatnya dasar mengenai identitas pengemudi, keterlibatan kendaraan, terjadinya benturan, dan akibat kematian, tetapi masih perlunya pendalaman mengenai kecepatan, jarak pandang, waktu reaksi, serta gerakan korban. Wawancara yang dirancang menunjukkan kesesuaian pandangan antara aspek kebijakan dan teknis: akibat tidak boleh menjadi satu-satunya dasar, bukti harus saling menguatkan, dan kendala diselesaikan melalui gelar perkara, pemeriksaan tambahan, koordinasi, serta peningkatan sarana. Dengan demikian, kualitas pertanggungjawaban pidana bergantung pada kemampuan penyidik mengubah data kecelakaan menjadi penjelasan hukum yang konkret, transparan, dan seimbang.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penyelesaian kendala penyidikan kecelakaan lalu lintas memerlukan model kerja yang menghubungkan ketepatan prosedur, kecukupan bukti, dan pengawasan secara berjenjang. IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos. menempatkan pengawasan dan konsistensi analisis unsur sebagai sarana untuk mencegah penetapan pertanggungjawaban yang hanya didasarkan pada beratnya akibat. Sementara itu, BRIPKA Irfan Syahputra, S.H. menekankan pentingnya tindakan teknis yang cepat, pencatatan perubahan tempat kejadian, pemeriksaan silang keterangan, serta koordinasi untuk memperoleh bukti medis dan bukti elektronik. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa kendala yuridis dan praktis tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Kekaburan penilaian kelalaian harus dijawab dengan uraian unsur yang konkret, sedangkan keterbatasan bukti harus diatasi melalui dokumentasi awal, pemeriksaan tambahan, dan penggunaan sumber pembuktian yang saling menguatkan. Dalam praktiknya, setiap berkas perkara sebaiknya memuat kronologi terukur, matriks kesesuaian antara unsur pasal dan alat bukti, catatan mengenai faktor yang memberatkan atau meringankan, serta penjelasan apabila terdapat perbedaan keterangan atau perkiraan kecepatan. Model tersebut memungkinkan atasan penyidik dan penuntut umum menilai dasar kesimpulan secara transparan tanpa mengambil alih independensi penyidik. Dengan demikian, peningkatan kualitas penyidikan tidak hanya bergantung pada penambahan peralatan, tetapi juga pada disiplin metodologis, kemampuan analisis, perlindungan hak para pihak, dan keberanian untuk menyatakan bahwa unsur pidana belum terpenuhi apabila bukti belum cukup.
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